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PE|RATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR  TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERA'TURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TA}IUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Provinsi Riau, maka perlu dilakukan pergeseran Anggaran
agar Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah provinsi dapat
melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pergeseran antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman pen]rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1Z Angka
Romawi V nomor 13 uraian pedoman Hal-hal khusus lainnya
dinyatakan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana
Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil-sumber Daya
Alam, Dana Alokasi Khusus dan dana transfer lainnya, tetapi
belum dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 162 /PMK.O7 /2015 tentang Hibah Dari
Pemerintah Pusat Kepada pemerintah Daerah Dalam Ranska
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
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Mengingat :

terdapat Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Riau
Dari Pemerintah Pusat sehingga merubah komposisi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur 'lentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi
dan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1957
Nomor 75). Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaeraLl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)r



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tental:'g
Pedoman Penrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2015 Nomor 874);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaral Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(l€mbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAIIIUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratural Gubemur Riau Nomor 106 Tahun 2O16 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatai dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Angga-rar
2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Ta.hun 2016 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Ta-hun AnggaJan 2017 :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 8.859.167.595.981,00

2. Belanja
a. Semula

b. Bertambah

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 8.859.017.595.981,0O

Re.-------15q. o!!-a!!-AS

Rp. 1 1.008.150.041.279,OO

Rp.---,-__l5q.a!!*SAQps
Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus setelah perubahan
Rp. 11.0O8.300.041.279,Oo

Rp 150.000.000,00

Rp. 2. 1.49.132.445.294,OO

Rp. 0.0O

setelah perubahan Rp. 2.149.732.445.298,00Jumlah penerimaan



b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertanbah
0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan alggaral taiun berkenaan

Rp o,oo
Rp. 2.I49.I32.445.29a,OO

RB- 
- --_0J0

I?p.

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sebagaimana
l.^t-:T,::] ,9it^t Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang meiupakan
oagran ttdat{ lerprsahkan dari peraturan Gubernur in i,

3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, LampiranII dan Lampiran III peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang
Penjabara-n Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provrnsl Riau Tahun
Anggaran 2017 dicabut da-n dinyatakan tidak bthku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubemur ini dengan penempataanya dalam Berita Daer; piovinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU,

 
ARSYADJULTANDT RACHMAN

Diundangkan di Pekanban.l
pada tanggal

RETARIS 
DAE r^

BERIT ERAH PROVINSI ITIAU TAHUN 20i7 NOMOR:
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